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KATA PENGANTAR

Sebagai Negara yang berdasarkan
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan kebangsaan.. dan

- keanekaragaman termasuk pemefintah harus
senantiasa berdasarkan hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum
tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara
lain di bidang bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Tertib bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan dimulai sejak
perencanaan peraturan daerah sampai
dengan pengundangannya.

Untuk menetapkan peraturan daerah
yang baik diperlukan berbagai persyaratan
yang berkaitan dengan system, asas, tata
cara persiapan dan pembahasan teknik
penyusunan maupun pemberlakuannya.

Mengingat adanya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 85
perlu mengatur Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, maka untuk itu
diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur
mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan sebagai landasan Yuridis
dalam penetapan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan di Kota Manado.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya
dimaksudkan untuk menetapkan suatu
ketentuan yang baku mengenai Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Semoga dengan tersusunnya buku
Peraturan Daerah ini akan lebih bermanfaat
bagi para pembaca, terima kasih.
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PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang : a. bahwa daerah
merupakan satu
sumber pendapatan daerah
yang guna

membiayai

daerah;

b. bahwa dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak

Retribusi

Daerah, maka salah satu

jenis  pajak

ditetapkan

Daerah

daerah

¢. bahwa

pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam
melaksanakan
kepada masyarakat
mewujudkan

pelayanan
serta
kemandirian

yang
pajak
Bea
Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;

berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk
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Mengingat

—

Peraturan Daerah Ko

Manado tentang Bea:
Perolehan Hak atas Tanah_%,,
dan Bangunan:
Pasal 18 ayat (6) Undang-:
Undang ~ Dasar  Negaraj
Republik Indonesia Tahun%
1945; ¢

Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959  tentang}
Pembentukan Daerah-3
Daerah  Tingkat Il di}

Sulawesi (Lembaran Negara$

Republik Indonesia Tahun!
1959 Nomor 74, Tambahan §
Lembaran Negara Republiki
Indonesia Nomor 1822); :
Undang-Undang Nomor 873

Tahun 1981 tentang Hukum %
Acara Pidana (Lembaran?|
Negara Republik Indonesia i
Tahun 1981, Nomor 76, ¢
Lembaran &
Negara Republik Indonesia %

Tambahan

Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 &
Tahun 1983 tentang %
Ketentuan Umum Tata Cara §
(Lembaran §
Negara Republik Indonesia #
Tahun 1983 Nomor 49, §
Lembaran g
Negara Republik Indonesia i
Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah beberapa kali §
terakhir dengan Undang- §
Undang Nomor 16 Tahun §
2000 (Lembaran Negara §
Republik Indonesia Tahun |

Perpajakan

Tambahan

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

2000 Nomor 1286,

Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3984);
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor
3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
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10.

11.

(Lembaran Negara Republi
Indonesia  Tahun 200
Nomor 125, Tambaha
Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara$
Republik Indonesia Tahuni]
2008 Nomor 59, Tambahan#
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang x
Perimbangan Keuangan ;.
Antara Pemerintah Pusat §
dan Pemerintahan Daerah ;
(Lembaran Negara Republik :
Indonesia  Tahun 2004 ¢
Nomor 126, Tambahan ;
Lembaran Negara Republik §
Indonesia Nomor 4438): ?

Undang-Undang Nomor 28 §
Tahun 2009 tentang Pajak §
Daerah  dan  Retribusi §
Daerah (Lembaran Negara §
Republik Indonesia Tahun §
2009 Nomor 130, §
Tambahan Lembaran §

Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
Peraturan

Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, |

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pemerintah ;

12.

13.

14.

Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1996
Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftarari Tanah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah
Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara

Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah
Nomor 136 Tahun 2000
tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan
Yang dikecualikan Dari
Penjualan Secara Lelang
Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2000
Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);
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15.

16.

17.

18.

Peraturan

Pemerintahj
Republik Indonesia Nomor,
38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara;
Pemerintah, Pemerintahan:
Daerah Provinsi, dan:
Pemerintahan Daerahél
Kabupaten/ Kota%

(Lembaran Negara Repubhk
Indonesia ~ Tahun 2007
Nomor 82,  Tambahan,
Lembaran Negara Republik!
Indonesia Nomor 4737); '

Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara
Pemberian dan:
Pemanfaatan Insentif.

Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2010.
Nomor 119, Tambahan:
Lembaran Negara Republik:
Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah;
Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah:
yang Dipungut berdasarkan:
Penetapan Kepala Daera
Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib  Pajak  (Lembaran:

%
%
Negara Republik IndoneS|a§
Tahun 2010 Nomor 153
Tambahan Lembarani
Negara Republik Indonesia}
Nomor 5179): é
Peraturan Menteri Dalam§

Negeri Nomor 4 Tahun 1997 |

Peraturan Perundang-Undangan Daerahi

19.

20.

tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 147/
PMK.07/2010 tentang
Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasipnal yang
Tidak - Dikenakan Bea
Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota
Manado Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan
Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah
Kota Manado;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MANADO

Menetapkan :

PERATURAN
TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

DAERAH

BAB |

KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Daerah adalah Kota Manado.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Kota Manado
sebagai unsur pemerintahan daerah.
Walikota adalah Walikota Manado.
kas umum daerah

atau Badan yang diserahi wewenang dani
tanggung jawab  sebagai Pemegang:

Rekening Kas Umum Daerah Kota Manado. %

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Walikota dalam penyelenggaraan &
pemerintahan daerah yang terdiri &
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, {
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan &
Kecamatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugasé‘

tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuaiéifé

dengan peraturan perundang-undangan. ;
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut i
Pajak adalah kontribusi wajib kepada 3
Daerah yang terutang oleh orang pribadi ;
atau badan vyang bersifat

mendapatkan imbalan secara langsung dang!

digunakan untuk keperluan Daerah bagi §
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. g
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau;
modal yang merupakan kesatuan, baik yang .
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan 3
terbatas, perseroan komanditer, perseroan ;
lainnya, Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

memaksa §
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk

apapun,
pensiun,

firma, kongsi,
persekutuan,
yayasan, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya,
.lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
'Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya
hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.
Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah
hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan di atasnya, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak dan  pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Walikota paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang
terutang.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila wajib pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

koperasi, dana
perkumpulan,
massa, organisasi

Peraturan Perundang-Undangan Daerah 9
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17.

18.

19.

20.

21.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang

harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian
tahun pajak sesuai dengan ketentuan.
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah  suatu rangkaiarj
kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak,

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat SPOP, adalah adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan data subjek dan objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau
bukan obyek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakani
daerah. i
Surat Setoran Pajak Daerah i

yang.
selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke rekening kas umum daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Walikota.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang$®
selanjutnya disingkat SKPD adalah surat}

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah  surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih
parus dibayar. o
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah vyang
selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan

tertulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tetentu  dalam  peraturan  perundang-

undangan perpajakan daerah yang tedapat
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Peraturan Perundang-Undangan Daerah 1M
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28.

29.

30.

31.

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,y»
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah;
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat
Keputusan Keberatan. ;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap Sur
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetap
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
Wajib Pajak. :
Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesiona
berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/ataugs
tujuan lain dalam rangka melaksanakan:

Peraturan Perundang-Undangan Daera

32. Penyidikan

33.'"Rekening Kas

34, Juru Sita Pajak adalah pegawai

ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

tindak pidana di  bidang
perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah senta
menemukan tersangkanya.
Umum Daerah adalah
Rekening Kas Umum Daerah Kota Manado.
yang
ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan
menguasai barang atau harta wajib pajak
guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang

pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB i
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
Paragraf |

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan

hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3
(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan adalah perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;

2. tukar menukar,

Peraturan Perundang-Undangan Daerah
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3. hibah;

4. hibah wasiat:

5. waris:

6. pemasukan dalam perseroan ata
badan hukum lain: ;

7. pemisahan hak yang mengakibatka
peralihan;

8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim vyan
mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha:

12. pemekaran usaha; dan

13. hadiah.

b. Pemberian hak baru meliputi :

1. kelanjutan pelepasan; atau

2. diluar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

hak milik;

hak guna usaha:

hak guna bangunan:

hak pakai:

hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Dikecualikan  dari Objek  Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik dan

berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
b. negara untuk penyelenggaraan
pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kegiatan umum:
C. badan atau perwakilan

®0o0 00w

tersebut;

14

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

konsulat &

lembaga £
internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri. Keuangan dengan g
syarat tidak menjalankan usaha atau &
melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan §
tugas badan atau perwakilan organisasi 3

S B B

d. orang pribadi atau badan karena
konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain  dengan tidak adanya

perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf:
dan
orang pribadi atau badan vyang
digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Paragraf |l
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak,
Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif,
dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 5
(1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
untuk setiap Wajib Pajak.
Dalam hal perolehan hak karena warisan
atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suamifistri, Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)
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Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas"

Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perol
Objek Pajak. ehan

dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi:

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalah nilai pasar:

d. hibah wasiat adalah nilai pasar:

fe. waris adalah nilai pasar;

hukum lainnya adalah nilai pasar;

. pemisahan
peralihan adalah nilai pasar;

. peralihan  hak karena
putusan  hakim  yang

(]

pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar
pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

—

o33 7Tx

. risalah lelang.
(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak

diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pajak £
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya ¥
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai

adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
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(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana’

pemasukan dalam perseroan atau bada
hak yang mengakibatkanw.;?

pelaksanaan:
mempunyai
. ketentuan hukum tetap adalah nilai pasar;
I pemb.erian hak baru atas tanah sebagai -
kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai -

penunjukan pembeli dalam lelang adalah
harga transaksi yang tercantum dalam

!

Pasal 7
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar

¥ pengenaan pajak sebagaimana’ dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3) tidak diketahui atau lebih rendah dari
pada NJOP yang digunakan dalam
pengenaan PBB pada tahun terjadinya
perolehan, besaran pokok Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dengan NJOP PBB setelah dikurangi Nilai
Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang dipungut di wilayah
daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan
berada.

Paragraf lll
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 9
(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan
untuk:
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;
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b. tukar menukar adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta; '

C. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta:

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat -
dan ditandatanganinya akta: .

e waris adalah sejak tanggal yang .
bersangkutan mendaftarkan peralihan:
haknya ke kantor pertanahan;

f.  pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainya adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak vyang mengakibatkan
peralihan adalah sejak tangal dibuat dan =
ditandatanganinya akta:

h. putusan hakim adalah sejak tanggal -
putusan pengadilan yang mempunyai:
kekuatan hukum tetap;

I.  pemberian hak baru atas tanah
sebagai kelanjutan dari pelepasan hak -
adalah sejak tanggal diterbitkannya surat -
keputusan pemberian hak:

J. pemberian hak baru diluar pelepasan
hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
surat keputusan pemberian hak: :

K. penggabungan wusaha adalah

sejak

tanggal dibuat dan ditandatanganinya - |

akta;

I peleburan usaha adalah sejak tanggal |

dibuat dan ditandatanganinya akta: ;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta:
n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ;
di tanda tanganinya akta: dan

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukan §

pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat &
sebagaimana @

terjadinya perolehan hak

dimaksud pada ayat (1).

S @@v%ﬁ‘» B
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Pasal 10

Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat
menandatangani akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak.

. Pasal 11

Kepala kantor yang membidangi 'pelayanan
lelang Negara hanya dapat menandatangani
risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak.

Pasal 12
Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat
melakukan pendaftaran hak atas tanah atau
pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak.

Pasal 13

(1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan
kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang Negara melaporkan pembuatan akta
atau risalah lelang perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan kepada Walikota paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan
kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
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dikenakan sanksi administratif berupa dend
sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lim
ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris da
kepala kantor yang membidangi pelayana
lelang negara, yang melanggar ketentuap’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat &
(1) dikenakan sanksi administratif berupé ,
denda sebesar Rp.250.000,00 (dua rat
lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan
(3) Kepala Kantor bidang pertanahan ya
melanggar ketentuan sebagaimanag
dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi
sesuai  dengan ketentuan Peraturan;
Perundang-Undangan.

BAB Il
PEMUNGUTAN PAJAK

Paragraf |
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak mengisi SSPD.

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga merupakan SPTPD yang digunakan oleh
wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan dan membayar pajak yang
terutang.

(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap &
serta ditandatangani oleh wajib pajak atau}
kuasanya dan disampaikan kepada walikota :
untuk dilakukan penelitian.
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Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutangnya pajak, Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan
atau keterangan lain, pajak yang

. terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SSPD tidak disampaikan kepada
Walikota dalam jangka waktw30 (tiga
puluh) hari dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumliah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang

dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2

dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang
dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 1 00%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan Daerah 21

U —



(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan  sendiri  sebelum  dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Pasal 17
(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.
(2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud
pgda ayat (1) paling tidak mencakup bentuk,
Isl, cara pengisian dan penyampaian SSPD, !
penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT,"
pembayaran, penelitian, pelaporan, dan:
pendaftaran akta dan pengurusan akta
pemindahan hak.

Paragraf 1|
Surat Tagihan Pajak

Pasal 18

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau -
kurang dibayar;

b. dari hasil penelitan SSPD terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat ; ,'
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan
administratif berupa bunga .
denda. 5

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang | %
dalam STPD sebagaimana dimaksud pada %
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah ¢
dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

sanksi
dan/atau &
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BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Paragraf |
Tata Cara Pembayaran

: Pasal 19

(1) Pembayaran pajak yang terutang harus
dilakukan sekaligus atau lunas. ;

(2) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak.

(3) SKPDKB, SKPDKBT,STPD,Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan putusan banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Walikota atas permohonan wajib pajak
setelah  memenuhi  persyaratan  yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan.

(5) Pembayaran pajak dilakukan di Rekening
kas umum daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang
ditentukan dalam, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD.

(6) Apabila pembayaran pajak dilakukan di
tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Rekening kas umum
daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam jangka waktu yang telah ditentukan
oleh Walikota.

(7) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor
pajak yang terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah ke rekening kas
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umum.daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Walikota.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara -

pembayaran, penyetoran dan
pembayaran, angsuran, dan penundaa

pembayaran pajak diatur dengan Peratura
Walikota.

Paragraf Il
Tata Cara Penagihan

Pasal 20
(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sura
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang:
menyebabkan jumlah pajak yang haru
dibayar bertambah merupakan dasa

penagihan pajak.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau
awal - .
‘ . pajak, -
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh -

surat lain
tindakan

yang sejenis
pelaksanaan

sebagai
penagihan

tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah =
tanggal surat teguran atau surat peringatan‘*‘

atau surat lain yang sejenis, Wajib Paja
harus melunasi pajak yang terutang.
(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau sura

lain yang sejenis sebagaimana dimaksud %

pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh?‘«
pejabat yang berwenang.

Pasal 21
(1) Apabila jumlah pajak yéng masih haru
dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakt
sebagaimana ditentukan dalam  Sura
Teguran atau Surat Peringatan maka jumla
pajak yang harus dibayar dapat ditagi
dengan Surat Paksa.
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tempat

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat
Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.

-

Pasal 22
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak
belum melunasi jumlah pajak terutang
setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak
tanggal  pelaksanaan Surat  Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang
ditunjuk mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor yang
membidangi pelayang lelang negara.

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan
hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24
Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu:
a. SKPDKB;
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b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. P_emotongan atau  pemungutan oleh
pihak ketiga berdasarkan ketentuant»
peraturan perundang-undangan :

perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam;‘ 5.1
bahasa Indonesia dengan disertai alasan: '

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangk
waktu paling lama 3 (tiga) bulan seja
tanggal surat, tanggal pemotongan ata
pemungutan sebagaimana dimaksud pad
ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat:

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tldakf‘f‘ji
karena keadaan di luar |

dapat dipenuhi
kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib
sedikit -

Pajak telah membayar paling
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
cﬁanggap sebagai Surat Keberatan sehingga -
tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang -
diberikan oleh Walikota atau pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman |

tanda bukti penerimaan surat keberatan. *

Pasal 26
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 1
(dua belas) bulan, sejak tanggal Sura
Keberatan diterima, harus membe
keputusan atas keberatan yang diajukan. :
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapa
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

1(3) Apabila

surat .+
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai::

menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang.

jangka  waktu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

: Pasal 27

(1) Waub Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadﬂan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding

menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

1 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan

dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak
atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah

banding
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pajak berdasarkan keputusan keberatan

dikurangi dengan pajak yang telah dlbayar-
sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam  hal Wajib
permohonan banding,
berupa denda sebesar 50% (lima puluh

persen) sebagaimana dimaksud pada aya
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atay
dikabulkan sebagian, Waijib Pajak dikenaiz
sanksi administratif berupa denda sebesai |

Pajak

100% (seratus persen) dari jumlah pajak{;;‘;'
Banding dikurangi-
telah

berdasarkan Putusan
dgngan pembayaran pajak vyang
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 29
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena

jabatannya, Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk dapat:

a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau |

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang

dallam penerbitannya terdapat kesalahan - :
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau = :
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu =

dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

b. mengurangkan atau menghapuskan:
sanksi administratif berupa bunga, .
denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan **
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mengajukan o
sanksi administratif

Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

c. mengurangkan atau  membatalkan,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

.d. mengurangkan atau membatalkan STPD;

e. membatalkan hasil pemeriksaan atau

_ ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

' diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

f mengurangkan ketetapan pajak terutang

berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan pajak dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan
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(3) Apabila  jangka  waktu sebagaimané a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat

dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Paksa; atau

Walikota tidak memberikan suaty keputusan’ b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib
permohonan  pengembalian  pembayarar, Pajak, baik langsung maupun tidak
Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan langsung.

dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 4 (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan
waktu paling lama 1 (satu) bulan. + Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Paja ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
lainnya,  kelebihan  pembayaran Paja ydihitung sejak tanggal penyampaian Surat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( : Paksa tersebut.
langsung  diperhitungkan untuk melunasig (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung
terlebih dahulu utang Pajak tersebut. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Paja b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 dan belum melunasinya kepada Pemerintah
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Daerah.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran | (5) Pengakuan utang secara tidak langsung
Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
Walikota  memberikan  imbalan bunga’ b dapat diketahui dari  pengajuan
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas | permohonan angsuran atau penundaan
keterlambatan ~ pembayaran  kelebihan pembayaran dan permohonan keberatan
pembayaran Pajak. : oleh Wajib Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan = :
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud | Pasal 32
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan |
Walikota. 4 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih

. lagi karena hak untuk melakukan penagihan
BAB Vi i sudah kedaluwarsa.

KEDALUWARSA PENAGIHAN 1 (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Walikota.

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak
menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah. ,

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
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Pasal 33

Pejabat
berwenang melakukan pemeriksaan untuk -
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

(1) Walikota atau

yang ditunjuk

perpajakan daerah dalam
melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi.

(2) Waijib Pajak yang diperiksa wajib: .
a. memperlihatkan dan/atau memlnjamkan
buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain

yang berhubungan dengan objek Pajak

yang terutang; ;

b. memberikan

kesempatan untuk

memasuki tempat atau ruangan yang. -

dianggap perlu dan memberikan bantuan’

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan
Pajak dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran:
Pendapatan dan Belanja Daerah :

(1 dilaksanakan
perundang-undangan.

sesuai

BAB Xl
KETENTUAN KHUSUS

1 (1) Setiap pejabat

rangka

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan%j' (5) Untuk
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat '

peraturan; - |

Pasal 35

dilarang memberitahukan
kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku juga terhadap tenaga ahlj.yang
ditunjuk oleh Walikota untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak

sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang
ditetapkan oleh Walikota untuk

memberikan keterangan kepada pejabat
lembaga negara atau instansi Pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk  kepentingan  Daerah, Walikota
berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuk.

kepentingan pemeriksaan di

pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum

Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
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memberikan dan  memperlihatkan
tertulis dan keterangan Waijib Pajak

an
ada padanya. yang

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksug

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diir"'-"?

i

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud

(3)

34

pada ayat (5) harus menyebutkan namga
tersangka atau nama tergugat, keterangan

yang diminta, serta kaitan antara perkara
bersangkutan,\

pidana atau perdata yang

dengan keterangan yang diminta.
BAB Xli

PENYIDIKAN

Pasal 36

lingkungan  Pemerintah Daerah  diberj -

buktj

e. melakukan

f. meminta bantuan

d

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dij

bidang perpajakan daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

pada ayat

(1) adalah pejabat pegawai negeri  sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan -
meneliti  keterangan  atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang  perpajakan  Daerah
keterangan  atau laporan
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 7 |

keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan -, °

yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah;
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agar:.
tersebut
: | (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

h. memotret

Cc. meminta keterangan dan bahan bukti

dari  orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah:

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;
penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang

seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

seseorang Yyang berkaitan

dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;
I memanggil orang untuk didengar

keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:

J.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan  menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

§
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sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidag; ¢

menyampaikan SSPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atay
melampirkan keterangan yang tidak benar
sghingga merugikan keuangan
dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SSPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sghingga merugikan keuangan Daerah
dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 38
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya  bagian  Tahun Pajak  atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

4 Pasal 39
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh-

Daerah;

pidana denda paling banyak

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh

5 Walikota yang dengan sengaja tidak
i memenuhi kewajibannya atau seseorang
yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 2 (dua) tahun dan pidana dend&’paling

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana
pengaduan.

Pasal 40

(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 39 ayat

(1) dan ayat (2) merupakan penerimaan
negara.

(2) Pengembalian  kelebihan

dimaksud dalam Pasal 30

" merupakan pembiayaan daerah.

sebagaimana
ayat (1)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Walikota yang karena kealpaannya tidak -

memenuhi

kewajiban merahasiakan

hal -

Pasal 41

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat = i

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidan
kurungan paling lama 1 (satu) tahun da

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

1 diundangkan.
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Agar setiap orang
memerintahkan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Manado.

mengetahuinya,
pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Manado
padatanggal 23 Februari 2011

WALIKOTA MANADO,
ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
HAROLD P. B. MONAREH, SH.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196103161985031011

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO
TAHUN 2011 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2011

i TENTANG

_BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
' DAN BANGUNAN

UmMum

Pajak daerah merupakan salah satu
pungutan daerah sebagai sumber
pendapatan yang penting, guna membiayai
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
an daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksana
kan berdasarkan prinsip demokrasi, pemera
taan dan keadilan, peran serta masyarakat,
dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian daerah
khususnya dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangun
an dan pembinaan kemasyarakatn secara
berdaya guna dan berhasil guna, perlu
adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat
melalui  kewajiban  pembayaran  pajak
daerah.

Selama ini pungutan daerah yang
berupa pajak diatur berdasarkan dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah.
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2. Meningkatkan

Sesuai dengan Undang-Unda
tersebut, daerah diberi kewenangan un
memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaity .
(empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuhy
Jenis  pajak  kabupaten/kota. Selain

kabupaten/kota juga masih diberi kewena

an untuk menetapkan jenis pajak |
sepanjang memenuhi kriteria
ditetapkan dalam

Selanjutnya,

(sebelas) jenis pajak daerah yang dapa
dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif
pajak yang seragam terhadap seluruh jenis
pajak. 2
Sehubungan dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000, hal ini sangat strategis dan mendasar
dibidang  desentralisasi fiskal,  karena
terdapat perubahan kebijakan yang cukup"
fundamental dalam hubungan keuangan
antara pusat dan daerah. Undang-Undang
yang baru tersebut mulai diberlakukan pada
tanggal 1 Januari 2010 yang mempunyai.
tujuan antara lain-
1. Memberikan kewengan yang lebih besar:
kepada daerah dalam perpajakan dan.
retribusi daerah sejalan dengan semaki?iff'f :
besarnya tanggung jawab daerah dalam”
penyelenggaraan  pemerintahan  daii
pelayanan kepada masyarakat:
akuntabilitas
penyediaan

daera ;

dalam layanan  dan

penyelenggaraan pemerintahan sekali
gus memperkuat otonomi daerah:

3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha
mengenai jenis-jenis pungutan daerah

« dan sekaligus memperkuat dasar hukum

dalam pelaksanaan pemugutan pajak

. daerah dan retribusi daerah.

Lain dari pada itu sesuai Undang-

Undang tersebut ada beberapa prinsip-

prinsip pengaturan mengenai pajak daerah

dan retribusi daerah yang dipergunakan
yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah tidak
terlalu  membebani rakyat dan relatif
netral terhadap fiskal nasional:

2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat
dipungut oleh daerah hanya yang
ditetapkan dalam Undang-Undang
(Closed-List);

3. Pemberian kewenangan kepada daerah
untuk menetapkan tarif pajak daerah

t

dalam  batas tarif minimum dan
maksimum  yang ditetapkan dalam
Undang-Undang;

4. Pemerintah daerah dapat tidak

memungut jenis pajak dan retribusi yang
tercantum dalam Undang-Undang sesuai
kebijakan pemerintahan daerah:;

5. Pengawasan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah dilakukan secara
preventif dan korektif;

6. Rancangan peraturan daerah yang
mengatur pajak dan retribusi harus
mendapatkan persetujuan dari

pemerintah sebelum ditetapkan menjadi
peraturan daerah;

7. Terhadap pelanggaran peraturan daerah
tersebut dikenakan sanksi.
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Dengan ditetapkannya Undang-Undah‘g .
tersebut terdapat penambahan 3 jenis pajak
kabupaten/kota, sehingga secara keseluruh
an menjadi 11 jenis pajak kabupaten/kota: -

1. Pajak Hotel: B
2. Pajak Restoran: i
3. Pajak Hiburan: s
4. Pajak Reklame:
5. Pajak Penerangan Jalan: -
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet:
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan

dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Pemerintah  Daerah memandang perlu
segera menyusun dan membentuk
Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan yang'
berpedoman pada Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai salah satu jeniv's'lf{{

pajak daerah yang baru. e

Dalam penyelenggaraan pemerintaﬁ%
an, daerah mempunyai hak dan kewajiban
mengatur dan mengurus sendiri urusan -
pemerintahannya untuk meningkatkan ¢
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
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pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat.

« Untuk dapat  menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik  diperlukan
sumber-sumber pembiayaan yang” sah

sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Perpajakan sebagai salah satu
sumber pendapatan bagi daerah periu
menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka semua
Peraturan Daerah yang mengatur pajak
daerah  harus menyesuaikan dengan
Undang-Undang tersebut.

Pajak daerah mempunyai peranan
penting untuk mendorong pembangunan
daerah, meningkatkan pendapatan daerah

dalam rangka untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. Selain itu dengan
Peraturan Daerah ini  diharapkan ada

peningkatan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan
Daerah ini akan menjadi pedoman dalam
upaya penanganan dan pengelolaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
guna meningkatkan penerimaan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Huruf a
Angka 1)

Cukup jelas
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Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Cukup jelas
Angka 4)
Hibah wasiat adalah suatu

penetapan wasiat yang khusus
mengenai pemberian hak atas
tanah dan/atau bangunan kepada
orang pribadi atau badan hukum

tertentu, yang berlaku setelah
pemberi hibah wasiat meninggal
dunia.

Angka 5)
Cukup Jelas

Angka 6)
Cukup Jelas

Angka 7)

Pemisahan hak yang mengakibat
kan peralihan adalah pemindahan
sebagian hak bersama atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan kepada
sesama pemegang hak bersama.
Angka 8)
Cukup Jelas
Angka 9)
Cukup Jelas
Angka 10)
Cukup Jelas
Angka 11)
Cukup Jelas
Angka 12)
Cukup Jelas
Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatah;m
hukum berupa penyerahan hak. Pasal8

atas tanah dan/atau bangunan’

yang dilakukan oleh orang pribadi
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kepada

atau badan hukum
penerima hadiah.
. Hurufb
* Angka 1)
Cukup jelas
y Angka 2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf f cukup
jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf f cukup
jelas
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 5
Contoh :
Wajib Pajak “A” membeli tanah dan
bangunan dengan Nilai Perolehan Objek
~ Pajak = Rp. 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak = Rp. 60.000.000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak =
Rp. 5.000.000,00
Pajak Yang Terutang =
Rp.5.000.000,00 = Rp. 250.000,00
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Huruf a sampai dengan o cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

5% X

~ Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
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Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas
Pﬂnufasampatdenganhunﬁc)Cukupjdas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf ¢ Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf ¢ Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas
Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

' Ayat (3) Cukup jelas

, Ayat (4) Cukup jelas
" Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan huruf e Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

)

Ayat (4) Cukup jelas
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Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf d Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

masalah keuangan
pembahasan APBD.
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Huruf a dan huruf b Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Huruf a dan huruf b Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan huruf ¢ Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 34

Ayat(1) Yang dimaksud dengan

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf k Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1) Pengenaan pidana kurungan dan
pidana denda kepada pejabat
tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Walikota dimaksudkan untuk
menjamln bahwa kerahasiaan
mengenai perpajakan daerah tidak
akan diberitahukan kepada pihak
lain, juga agar wajib pajak dalam

Ayat (2)

yang melaksanakan pemungutan”
adalah Dinas/Badan/Lembaga yang
tugas pokok  dan
melaksanakan pemungutan pajak.
Pemberian besarnya
dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan pemerintah dengan alat
kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang membidangi

fungsinya -

insentif

memberikan data dan keterangan

kepada pejabat

perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
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Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN  LEMBARAN
MANADO NOMOR 1

Ty

* PERATURAN WALIKOTA MANADO

DAERAH KOTA

v

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat
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WALIKOTA MANADO,

bahwa sebagai pelaksanaan
Peraturan Daerah  Kota
Manado Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan, maka perlu
mengatur Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan
Walikota Manado tentang
Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan,

Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-
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Daerah Tingkat I! di Sulawes;j
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan:
dan Tanggungjawab
Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Repubilik
Indonesia  Nomor 4437)

T A e e R R T TR S
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sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang
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53




Menetapkan

Pedoman
Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri
Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban

Bendahara Serta

Penyampaiannya:

10. Peraturan Daerah Kota
Manado Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota
Manado Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA
MANADO TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN DI
KOTA MANADO.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud

dengan:

1. Dinas Pendapatan adalah Di
ina
Kot Mandat s Pendapatan
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Pengelolaan 2.

Dalam 3

Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala
Dinas Pendapatan Kota Manado.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas

perolehan hak atas tanah dan/atau
rangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah perbuatan atau peristiwva
hukum yang mengakibatkan diperolehnya
hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan diatasnya, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN}),
atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat
Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
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9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggung jawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan
Kota Manado.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah

pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Dinas
Pendapatan Kota Manado.

. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah

pihak ketiga yang menerima pembayaran
BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan adalah dokumen yang
menyatakan telah terjadinya pemindahan
hak atas kepemilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat waris, dan lain-lain yang memiliki
kekuatan hukum. '
Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB,
yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak terutang
ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dan

sekaligus untuk melaporkan data perolehan -

hak atas tanah dan/atau bangunan.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah dokumen legal penetapan
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
Pemungutan  adalah  suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data
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penentuan
sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya

subyek  pajak,
terutang

obyek dan
besarnya pajak yang

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB

mencakup seluruh rangkaian proses yang
harus dilakukan dalam menerima,
menatausahakan, dan melaporkan
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi: _
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB; '

c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);

d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g. prosedur pengurangan.

(3) P.rosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

- a adalah prosedur penyiapan rancangan

akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sekaligus penghitungan besar

BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
prosedur pembayaran pajak terutang yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan SSPD BPHTB.
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(5) Prosedur

—_
(®))
St

(1)

penelitian Surat Set j
Daerah BPHTB (SSPD OranBPf-l?lJ'g;
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (2)
c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan
Eleelg D’inas PeSndapan atas kebenaran dan
ngkapan SSPD
o BPHTB dan dokumen
Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak
atas ~ Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d adalah prosedur pendaftaran akta ke
Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan
penerbitan akta oleh PPAT.
Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan  Bangunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah
prosedur pelaporan realisasi penerimaan
BPHTB dan akta pemindahan hak.
Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB
SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar
T.ambahan, dan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah
prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak.
Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar
ggmg/dePD Kurang Bayar Tambahan
,dan S '
o SR urat Teguran yang dilakukan
Prosedur penetapan Surat Keputusan
Pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan
persetujuan/penolakan  atas  pengajuan
pengurangan BPHTB iaj
o e yang diajukan oleh

Pasal 3
Untuk melaksanakan sistem dan prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasdi’2,
Dmas. Pendapatan harus mempersiapkan
fungsi yang dibutuhkan, meliputi: :
a. fungsi pelayanan;

(4) Fungsi

fungsi data dan informasi; dan

fungsi pembukuan dan pelaporan.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-
thhapan pemungutan BPHTB seperti dalam

b.
C.

dan

SSPD proses

proses penelitian
pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas
untuk mengelola database terkait objek
pajak.
pembukuan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, bertugas untuk menyiapkan Laporan
Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang

ditunjuk.

BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan

Pasai 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau
Pejabat Lelang sesuai peraturan

perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat

Lelang melakukan penelitian atas objek
pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat
yang

Setoran Pajak Daerah BPHTB
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disiapkan oleh Pejabat Pembuat A

pueiyess kta Tanah
(,2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran |

yang tidak terpisahkan dari
Walikota ini. ' Poraturan
Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB
) . Pasal 6
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB
terutang  dengan menggunakan  Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui
Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau
Bendahara Penerimaan  pada Dinas
Pendapatan.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib
Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Il yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini. '

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

‘ Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh
Fungsi Pelayanan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi: '

a. kebenaran informasi

yang
dalam SSPD BPHTB: dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD

BPHTB, :

tercantum
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penelitian sebagaimana

(3) Jika diperlukan,
yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

. pemeriksaan lapangan.

(4 Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh
Waijib Pajak adalah sebagaimana tercantum
rdalam lampiran Ill yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak
atas Tanah atau pendaftaran pemindahan
Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.

(2) Dinas  Pendapatan
kerjasama dengan
Pertanahan dalam
Pemindahan Hak.

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

dapat melakukan
Kantor Bidang
rangka pendaftaran

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi
Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk
memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Pasal 10
(1) Fungsi Pembukuan  dan Pelaporan
menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan
dokumen-dokumen dari  Bank dan/atay
Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan  dan Pelaporan
menerima laporan penerimaan BPHTB dari
Bank. yang ditunjuk  atay Bendahara
Penerimaan paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan
menerima laporan pembuatan akta
Perolehan  Hak atas  Tanah dan/atay

Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah

paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.
(4) Tata  cara pelaporan  Akta adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran Vv
yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan  dilakukan  untuk
menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan  melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB
dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
BPHTB.
(3) STPD  dan/atay SKPD  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan
Surat Teguran dan/atay Surat Paksa jika

diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana

tercantum dalam lampiran VI yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketujuh .
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib
Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran VII

yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
BAB IV
FASILITASI
Pasal 13
(1) Kepala Dinas Pendapatan melakukan

fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup mengkoordinasikan, menyem
purnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksana
kan sosialisasi, supervisi dan bimbingan
teknis serta memberikan asistensi untuk
kelancaran penerapan Peraturan Walikota

ni.

Pasal 14
Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan
BPHTB diatur dalam Keputusan Walikota

tersendiri.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 :

Peraturan Walikota inj mulai  berlakuy sejak
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Walikota inij,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Februari 2011

WALIKOTA MANADO,
tta

G. S. VICKY LUMENTUT
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